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Era Pra Kolonial — Era VOC



Era Kolonial (sejak tahun 1848)

« “Bewuste Rechtspolitiek” tahun 1848

 |de unifikasi hukum pada daerah koloni dengan
disemangati oleh asas konkordansi, tapi gagal.

 |de kodifikasi hukum untuk bangsa Eropa (dan
golongan lain yang ditundukkan/menundukkan diri
Ke dalamnya).

e pluralisme hukum hukum adat tetap
dipertahankan dan berfungsi sebagal hukum yang
berlaku untuk golongan bangsa asli Indonesia
(pasal 131 1.S)

* Ruang lingkup hukum adat (dalam konteks
sebagaimana telah dijabarkan di atas) menjadi
ebih sempit hanya dalam bidang perdata, karena
dalam bidang pidana tidak berlaku pluralisme
dengan diterapkannya WvS bagi setiap golongan




Hukum Adat “Riwayatmu Kini...”
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UU No. 3 Th 2006 “Tentang
Perubahan atas UU no.7 Th 1989”



Inikah nasib yang harus
diterima Hukum Adat ?
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Bagan UUD 1945:

Rechtsidee (geistichen hintergrund)

Hukum Dasar

N

Tertulis Tidak tertulis

l

UuUD

« UUD berasal dari rechtsidee / cita hukum, sehingga
UUD mengikuti / tunduk pada cita hukum ini.

o Cita hukum / rechtsidee adalah batu penguji dari segala
macam norma hukum yang ada, karena letaknya
sebagai jiwa/pondasi dari hukum dasar



Apakah wujud yang nyata dari
rechtsidee yang menguasal hukum
dasar ini ?




Ontologi Hukum Berdasarkan Beberapa

Pandangan dalam Filsafat Hukum
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Sehingga Kedudukan Hukum Adat
dalam Pembangunan Tata Hukum
Indonesia menurut UUD 1945:






(-$.

" $%&'






Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda
Indonesia jang berdasarkan kebangsaan dengan namanja: Jong Java, Jong Soematra, Pemoeda
Indonesia, Seka Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem
Batawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia.

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen 1948 di negeri djakart;

Sesoedahnja mendengar pidato-pidato pembitjaraan jang diadakan didalam kerapatan tadi;

Sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini;

Kerapatan laloe mengambil poetoesan:

PERTAMA : Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia
KEDOEA : Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia

KETIGA : Kami Poetra dan Poetri Indonesia mendjoendjoeng tinggi bahasa persatoean, bahasa
Indonesia

Setelah mendengar kepoetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wajib dipakai oleh segala
perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia

Mengeloearkan kejakinan Poersatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar
persatoeannya: kemaoean,

sedjarah

bahasa

hoekoem adat

pendidikan dan kepandoean,

Dan mengeloearkan pengharapan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan
dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita



Perkembangan dan Pembaruan Makna
Istilah Hukum Adat
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Dari uraian di atas maka
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Sekian dan Terima Kas

“Menuju Revolusi Hukum Indones

Menuju Revolusi Bangsa |




